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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK 

NOMOR 62 TAHUN  2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 
 

a. bahwa sehubungan dengan perubahan jam kerja 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pontianak dipandang perlu mengubah Peraturan 
Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pontianak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak; 

Mengingat 
 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah  
Tingkat  II  di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6340); 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
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11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Nomor 149); 

12. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur 
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan 
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah 
Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 65); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.  

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 

CPNS Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang 
berwenang, diserahi tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-

undangan. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah 
Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau 

dipekerjakan di luar instansi induknya. 
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7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Hari kerja adalah hari bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya selama jam kerja yang ditentukan. 

9. Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan. 

10. Guru adalah Guru PNS Daerah Kota Pontianak. 

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah 
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

12. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

13. Disiplin kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai 

jam kerja yang ditentukan dan melaksankan setiap tugas yang 
diberikan. 

14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS 
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan 

disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS 
karena melanggar peraturan disiplin PNS. 

16. Penghargaan (rewards) adalah bentuk apresiasi dari pemerintah daerah 
yang diberikan kepada PNS atas suatu prestasi yang dihasilkan.  

17. Teguran Lisan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling 
ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 

18. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan 
tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang 
dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan 

melalui mesin absensi elektronik (fingerprint system). 

19. Fingerprint adalah mesin presensi (kehadiran) yang menggunakan sidik 

jari. 

20. Mesin fingerprint adalah mesin untuk memberikan data otomatis yang 

cepat seperti absensi karyawan, akses pintu atau ruangan dengan 
menggunakan sidik jari. 

 
 

 
2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Setiap PNS/CPNS wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja. 

(2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja bagi PNS pada tiap perangkat daerah 
ditentukan sebagai berikut: 

a. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan 

b. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
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(3) Jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam 
per minggu. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai 
berikut: 

a. hari Senin sampai dengan Kamis   : Jam 07.15 WIB – 15.30 WIB  

istirahat selama 30 (tiga puluh menit); dan 

b. hari Jumat     : Jam 07.15 WIB – 14.45 WIB  

istirahat selama 1 (satu) jam. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai 

berikut: 

a. hari Senin sampai dengan Kamis  : Jam 07.15 WIB – 14.45 WIB  

b. hari Jumat     : Jam 07.15 WIB – 11.00 WIB 

c. hari Sabtu     : Jam 07.15 WIB – 13.00 WIB 

(6) Waktu kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja paling sedikit 360 (tiga 
ratus enam puluh) menit.  

(7) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan 

Ramadhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) PNS yang bertugas pada perangkat daerah yang bersifat memberi 

pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, hari kerja 
dan jam kerja diatur tersendiri oleh masing-masing perangkat daerah. 

(9) PNS yang bertugas pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) meliputi: 

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan 

Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yang melaksanakan tugas 
pelayanan langsung pada masyarakat; 

b. Pusat Kesehatan Masyarakat yang melayani rawat inap; 

c. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota dan Ajudan Sekretaris 

Daerah;  

d. Supir Walikota, Supir Wakil Walikota dan Supir Sekretaris Daerah; 

e. Petugas pengaman pos pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota 
Pontianak.  

(10) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 
(5) di kecualikan bagi PNS yang: 

a. mengikuti diklat; 

b. tugas belajar; 

c. menghadiri rapat; dan 

d. perjalanan dinas. 
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.   

 
                                                                        

 Ditetapkan di Pontianak   

                                                                       pada tanggal 1 September 2020        
 

               WALIKOTA  PONTIANAK, 

                                                                                     
                                                                                      ttd  

                                                                                    
               EDI RUSDI KAMTONO 

Diundangkan  di  Pontianak 

pada tanggal 1 September 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
                           

     ttd 
         
                   MULYADI                  

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 6231 


